
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.353, 2014 KEMEN KKP. Pranata Komputer. Funsional. 
Angka Kredit. Petunjuk Oprasional. 

 
PERATURAN  

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 11/PERMEN-KP/2014 

TENTANG 

PETUNJUK OPERASIONAL PENILAIAN  
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DAN ANGKA KREDITNYA 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
penilaian angka kredit jabatan fungsional pranata 
komputer di lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, perlu menetapkan petunjuk operasional 
jabatan fungsional pranata komputer dan angka 
kreditnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang 
Petunjuk Operasional Penilaian Jabatan Fungsional 
Pranata Komputer dan Angka Kreditnya di 
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 5  Tahun 2 0 1 4  tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5121); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4193); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 164); 

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 125); 

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 
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I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 126); 

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan, Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 
2014; 

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); 

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang 
Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka 
Kreditnya; 

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 16 
Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian 
Angka Kredit Pranata Komputer;  

2. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik 
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional 
Pranata Komputer dan Angka Kreditnya; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENILAIAN 
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DAN 
ANGKA KREDITNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
KELAUTAN DAN PERIKANAN. 

Pasal 1 

Petunjuk Operasional Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Komputer 
dan Angka Kreditnya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 
dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Fungsional Pranata Komputer, 
Pejabat Struktural yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Pranata 
Komputer, dan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Komputer di 
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengusulan 
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Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, penilaian angka kredit, dan 
penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di 
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Pasal 2 

Petunjuk Operasional Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Komputer 
dan Angka Kreditnya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 3 

Ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai hasil kegiatan (bukti fisik) 
yang digunakan untuk penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pranata 
Komputer di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan 
oleh unit kerja yang membidangi data, statistik, dan informasi kelautan 
dan perikanan. 

Pasal 4 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2014 

MENTERI KELAUTAN DAN 
PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA, 

 
SHARIF C. SUTARDJO  

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 18 Maret 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

AMIR SYAMSUDIN  
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PETUNJUK OPERASIONAL PENILAIAN  
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DAN ANGKA KREDITNYA 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Pemerintah telah menetapkan paradigma pengembangan pegawai 

melalui institusi organisasi yang ramping struktur tetapi kaya fungsi. Artinya 

bahwa jabatan struktural pada suatu satuan organisasi/unit kerja sangat 

dibatasi sesuai urgensi jabatan tersebut, dan untuk menduduki jabatan 

tersebut diperlukan persyaratan-persyaratan administratif, akademik, dan 

kompetensi yang sangat ketat. Sementara itu pengembangan karir melalui 

jabatan fungsional diperluas sesuai fungsi-fungsi yang diemban oleh 

organisasi, dengan persyaratan-persyaratan yang lebih luwes dan fleksibel 

karena sudah fokus pada fungsi-fungsi tertentu. 

Jabatan Fungsional Pranata Komputer diatur dengan Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 

tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya. 

Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Kepala 

Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 

002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya. 

Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa tugas pokok Pranata Komputer 

adalah melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer, yang terdiri 

LAMPIRAN I 
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR          /PERMEN-KP/2014 
TENTANG  
PETUNJUK OPERASIONAL PENILAIAN JABATAN 
FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER  DAN ANGKA 
KREDITNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
KELAUTAN DAN PERIKANAN 
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